Menimbang

Mengingat

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS -
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan
pemerintahan desa dengan visi dan misi yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten, dapat diberikan bantuan
keuangan khusus dari Pemerintah Daerah
kepadaPemerintah Desa;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Péngelolaan
Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman bantuan
Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dengan
PeraturanBupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Bantuan
Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa (BKK-BKUD).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

/f
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 242, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan J angka Panjang
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
SubangTahun 2015 Nomor 12}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
KabupatenSubangTahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Subang Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang (Berita Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 66);

Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor
32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2020 Nomor 49)

Peraturan Bupati Subang Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2020 Nomor 76);

Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 100);



Menetapkan

-

22. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 3}.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS - BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA (BKK-BKUD]}

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Subang;

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom ;

Bupati adalah Bupati Subang;

Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa
masyarakat,hak asal usul dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem  Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat  Desa  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang fungsi Pemerintahan Desa
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga
kemasyarakatan sebagai wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa; '
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Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang .dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan BKK-BKUD
adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Subang bagi Pemerintah Desa yang berasal dari APBD
Kabupaten Subang yang diperuntukkan membiayai tugas-tugas
Pemerintahan Desa;

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditentukan;

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar
seluruh Pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;

Tenaga Ahli Infrastruktur Desa atau disingkat TAID Kabupaten
Subang, adalah Tenaga Ahli P3MD(Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa — Kementian Desa PDTT) Tingkat
Kabupaten yang memfasilitasi Infrastruktur Desadan
pendampingan Pendamping Desa di Tingkat Kabupaten;

Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur atau di singkat PDTI
Kecamatan, adalah Pendamping Desa P3MD (Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ~ Kementian
Desa PDTT) Tingkat Kecamatan yang memfasilitasi Teknik
Insfrastuktur di Desa di Tingkat Kecamatan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian BKK-BKUD adalah memberikan bantuan
keuangan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Desa yang
diarahkan untuk lebih mendorong kinerjanyadalam pelaksanaan
tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
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(2) Tujuan pemberian BKK-BKUD adalah:

a. Membantu peningkatan kinerja Pemerintah Desa dalam
menyelenggarakan  tugas bidang  Pemerintahan,
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
kerangka pencapaian Desa Mandiri Gotong Royong;

b. Membantu peningkatan kinerja Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Unsur kemasyarakatan
lainnya dalam bermitra dengan Pemerintah Desa untuk
menyelenggarakan tugas bidang  Pemerintahan,
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Membantu peningkatan semangat gotong royong
masyarakat Desa dalam setiap kegiatan bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat;

d. Sebagai Insentif bagi sebagian Pemerintah Desa dalam
pencapaian kinerja dan pada lomba-lomba kinerja
dalam mewujudkan masyarakat Subang Jaya Istimewa
dan Sejahtera.

BAB 111
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Perencanaan
dan Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi pemberian Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) yang
bersumber dari APBD

BAB IV
PERENCANANAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan
Khusus — Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
(BKK-BKUD) sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pembe_rian BKK-BKUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib

Bagian Kedua
Sasaran BKK-BKUD

Pasal 5

Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK-BKUD
adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa,
terdiri atas:



a. PenyelenggaraanPemerintahanDesa;
b. Pembangunan Sarana dan PrasaranaDesa; dan

c¢. Pemberdayaan Masyarakat Di Desa.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan PenganggaranBKK - BKUD

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa mengajukan Usulan BKK-BKUD dengan
mengacu kepada Sasaran Kegiatan pada Bagian kedua Pasal 5
Peraturan Bupati ini dan selanjutnya dituangkan dalam
Rancangan RKPDes

(2) Dalam Musrenbang Desa, DPMD dibantu oleh Pihak Kecamatan
memverifikasi Usulan Desa sesuai dengan informasi TAPD tentang
pagu indikatif BKK-BKUD dan memastikan kesesuaian antara
Sasaran Kegiatan BKK - BKUD dengan sasaran calon penerima
BKK - BKUD.

(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan Pertimbangan

BKK-BKUD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
Daerah

(4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan DNC-Penerima
BKK - BKUD kepada Bupati disertai dengan Rekomendasinya

(5) Persetujuan Bupatit erhadap DNC-Penerima BKK BKUD
dituangkan dalam Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Keuangan dalam
rancangan KUA dan PPAS,

BAB V

SUMBER ALOKASI BKK-BKUD
DAN PENETAPAN BESARAN PERUNTUKAN ANGGARAN MASING-
MASING DESA SERTA PENGGUNAANNYA

Pasal 7

(1} BKK-BKUD Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD Daerah
Tahun 2021;

(2) BKK-BKUD terbagi atas :

a. BantuanReguleryang dialokasikan bagi 245(dua ratus empat
puluh lima) desa;

b. Bantl}an Non-Reguleryang dialokasikanuntisk menopang
pembiayaan program dan kegiatan pembangunan tertentu di
desa yang dibiayaidari alokasi diluar Bantuan Reguler.

(3) Pengalokasian besaran BKK-BKUD masing-masing Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
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Nilai BKK-BKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain dipergunakan untuk;

a. Membantu biaya kegiatan dan gotong royong
masyarakat Desa dalam melakukan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Tingkat Rukun Tetangga (RT} dan
Pembangunan infrastruktur Desa dan Prasarana Desa
lainnya termasuk Program Peningkatan Peranan
Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS),
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM),
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberian Reward
terhadap desa berprestasi, {Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) berprestasi, PemberdayaanKesejahteraan
Keluarga (PKK) berprestasi, Teknologi Tepat Guna
(TTG) berprestasi, dan BUMDes berprestasi;

b. Membantu biaya penyelenggaraan tugas Kepala Desa
dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan Fisik
dan Non Fisik, serta bidang Kemasyarakatan;

c. Membantu biaya penyelenggaraan tugas-tugas dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui
pemberian Honorarium dan atau Biaya Operasional
bagi Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Pemerintahan Desa (BPD) dan Petugas/Kader
Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Memberikan
Pelayanan Serta Memberdayakan Masyarakat Desa;

d. Sebagai Insentif dalam lomba-lomba kinerja Desa
maka sebagian Pemerintah Desa diberikan bantuan
berupa penghargaan ataupun bantuan pembangunan
fisik yang diarahkan untuk mendukung peningkatan
capaian kinerja;

e. Memberikan biaya Asuransi Kesehatan bagi Kepala
Desa.

Perincian Penggunaan BKK-BKUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.,

Pasal 8

Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lingkungan
RT pada setiap Desa yang kegiatannya didanai dari BKK-
BKUD Tahun Anggaran 2021, maka kepada Pemerintah
Desa wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemberdayaan ekonomi
masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi
masyarakat pasca pendemi covid-19 di tingkat RT sesuai
dengan karakteristik dan aspirasi yang berkembang di
masyarakat;

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di
lingkungan RT, dilakukan terhadap masyarakat pelaku
ekonomi di lingkungan RT dengan sasaran para pelaku
usaha kecil, home indutri ataupum UMKM ditingkat RT
yang telah beroperasional kegiatan usahanya dan terkena
dampak dari pendemi covid- 19;

/
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(3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat RT
dilakukan dengan memberikan pinjaman bergulir,
ataupun bantuan modal usaha kepada pelaku usaha,
home indutri ataupum UMKM ditingkat RT, dengan tetap
mengelola kesinambungan anggaran pemberdayaan
ekonomi masyarakat di tingkat RT yang telah disalurkan.

Pasal 9

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang
dibiayai dari Dana BKK-BKUD, dikenakan pajak dalam setiap
transaksi kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BAB VI
PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN TIM

Pasal 10

(1) Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan
dengan prinsip hemat, terencana dan terkendali dengan
menggunakan Format-Format tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

(2) BKK-BKUD adalah bantuan keuangan yang bersifat
stimulan schingga diperlukan partisipasi masyarakat
serta terbuka peluang pengembangan volume yang dapat
dipertanggungjawabkan atas hasil kegiatan yang didanai
dari BKK-BKUD;

(3) Alokasi BKK-BKUD merupakan Pendapatan Pemerintah
Desa yang harus diadministrasikan dalam Buku Kas
Umum Desa atau Buku Kas Pembantu khusus untuk
mencatat Penerimaan dan Pengeluaran BKK-BKUD secara
tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;

(4) Penetapan setiap sasaran kegiatan dilakukan melalui
Musyawarah pihak terkait yang dituangkan ke dalam
Berita Acara Musyawarah Desa dengan sedapat mungkin
menyerap swadaya masyarakat;

(S) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari
BKK-BKUD bersifat terbuka dan transparan serta secara
administratif harus dapat dipertanggungjawabkan oleh
Perangkat pelaksana kegiatan;

(6) Pencairan Dana BKK-BKUD dilakukan secara langsung
ke Rekening Kas Desa (RKD) di Rekening Giro Bank BJB
Cabang atau Bank BJB Unit Kecamatan.

Pasal 11
(1) DalamPengorganisasian Tim untuk menunjang
kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian

BKK-BKUD Tahun 2021 maka dengan Peraturan ini di
Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitator Kegiatan;

/5
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Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atas diketuai oleh Camat dengan Anggota Sekretaris Camat dan
Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
serta seorang Staf Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-
jawabkan, Camat dapat menetapkan seorang Kepala Seksi gtag
staf lain di luar Seksi Pembangunan Kecamatan untuk menjadi
anggota Tim Fasilitator Kegiatan sebagai pengganti Posisi
Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 12

Tugas dan fungsi Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 di atas adalah memfasilitasi kelancaran dan
ketertiban setiap tahap kegiatan serta proses pengadministrasian
BKK-BKUD yang ada di Desa dalam suatu wilayah kerja
Kecamatan dengan rincian tugas antara lain :

a. Memfasilitasi Pemerintah Desadalam proses penetapan
Perangkat Pelaksana Kegiatan dan proses musyawarah
penetapan  lokasi sasaran  pembangunan/pemeliharaan
kegiatan fisik yang didanai dari BKK-BKUD;

b. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam proses penyusunan
adminsitrasi usulan dan proses pengajuan usulan pencairan
BKK-BKUD;

c. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam proses Pencairan dana
BKK-BKUD di Rekening Giro Bank BJB Cabang atau Bank BJB
Cabang Pembantu / Kantor Kas Kecamatan;

d. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana
BKK-BKUDtermasuk pengawasan pelaksanaan
Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan Fisik dan kegiatan
Non Fisik yang didanai dari BKK-BKUD;

€. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam proses pembuatan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) kegiatan yang didanai dari BKK-BKUD;

f. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pembuatan Laporan
BKK-BKUD ke Kecamatan sebagai bahan pembuatan Laporan
Triwulan dari Kecamatan ke Tingkat Kabupaten.

Dalam melaksanakantugas, Tim Fasilitator Kegiatan BKK-BKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, ¢, d, e dan
huruf f di atas diberikan alokasi biaya Administrasi/Transportasi
sebagaimana tercantum danditetapkandengan Keputusan Bupati.
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BAB VII
MEKANISME PENGUSULAN, PENCAIRAN DANA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Tahap Persiapan

Pasal 13

Dalam menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari
BKK-BKUD harus didasarkan oleh hasil musyawarah Desa
yangpelaksanaannya difasilitasi oleh Camat/fasilitator kecamatan
dan dipantau oleh OPD terkait Kabupaten Subang, yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah (Form terlampir);

Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini bersifat final, yang hanya dapat diubah karena alasan
mendesak seperti Bencana Alam, atau hal-hal lainnya yang
pertimbangannya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.

Pasal 14

Bagi Desa yang tidak dapat menetapkan suatu kegiatan fisik
yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini, yang disebabkan
oleh suatu keadaan yang bersifat sangat prioritas atau kondisi
yang tidak dapat dihindari atau pertimbangan—pertimbangan
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kegiatan fisik
tersebut dapat diganti, ke jenis kegiatan pembangunan fisik
lainnya dengan dibuatkan Berita Acara Musyawarah antara
Kepala Desa, LPM dan BPD dan Pihak terkait lainnya dengan
persetujuan Camat;

Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atas harus dihadiri oleh Camat atau Pejabat Kecamatan, pihak
terkait dan Kepala Desa serta sekurang kurangnya 2/3 dari
Jumlah Pengurus L.PM dan BPD;

Keputusan musyawarah penggantian kegiatan harus disetujui
secara mufakat atau berdasar suara terbanyak atas pemungutan
suara yang dilakukan oleh peserta rapat musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 15

Untuk  kelengkapan  Administrasi dalam proses  rapat
musyawarah, Sekretaris Desa mempersiapkan Daftar Hadir atas
kehadiran peserta musyawarah dan membuat notulen rapat yang
disimpan sebagai arsip rapat Sekretariat Desa;

Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kegiatan kepada
masyarakat sekitar sasaran untuk memotivasi swadaya dan
gotong royong kegiatan BKK-BKUD.



(1)

(2)

(3)

(1)
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Pasal 16

Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kegiatan,Kepala Desa
membuat Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang akan
melaksanakan dan bertanggung-jawab terhadap kegiatan yang
dibiayai dari alokasi BKK-BKUD;

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-
jawabkan dan dengan persetujuan Camat, Kepala Desa dapat
menetapkan Perangkat Pelaksana dan Pengelola Kegiatan
Pembangunan fisik dan non fisik Desa sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi kegiatan yang didanai dari Pos BKK-BKUD;

Surat Keputusan Penunjukan Perangkat Pelaksana dan Pengelola
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
ditembuskan kepada Camat masing-masing sebagai alat
pengendalian pada proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan
BKK-BKUD.

Pasal 17

Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa
membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana
BKK-BKUDepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan
kelengkapan administrasi antara lain ; :

1. Permohonan Pencairan BKK-BKUD ((Form terlampir);

2. APBDes atau Perubahan APBDes tahun berjalan yang
menunjukan BKK-BKUD sebagai sumber Penerimaan desa;

3. Rincian Pengajuan Bantuan Keuangan (Form terlampir};
4. Berita Acara Musyawarah (Form terlampir) dengan lampiran :
a) Lampiran 1 daftar hadir musyawarah;

b} Lampiran 2 daftar catatan usulan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Tingkat RT;

¢) Lampiran3 daftar catatan usulan fisik dan Non-Fisik
kegiatan Non-Reguler; '

d} Lampiran5 BA Musyawarah Perubahan Sasaran Kegiatan
(bagi Desa yang terdapat perubahan sasaran kegiatan}.

5. Laporan Siskeudes Semester II tahun sebelumnya untuk
Pengajuan BKK-BKUD Tahap I, dan Laporan Siskeudes
Semester I tahun berjalan untuk Pengajuan BKK-BKUD Tahap
iI;

6. Laporan pembaharuan data Profil Desa dan Evaluasi Desa
tahun berjalan untuk pengajuan BKK-BKUD Tahap II;

7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat
Pelaksana dan Pengelola fisik dan Non-Fisik kegiatan Reguler
dan Non-Reguler(Form terlampir);
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8. Kwitansi rangkap 3 ( tiga ) salah satunya bermaterai
Rp.10.000,-;

9. Syarat-syarat lain yang diperlukan dalam penerbitan SPM dan
SP2D dana BKK-BKUD;

10.Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknik untuk
kegiatan fisik Non Reguler yang telah diverifikasi oleh Tenaga
Ahli Infrastruktur Desa ({TAID) P3MD Kabupaten Subang
melalui Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur {(PDTI} P3MD
Tingkat Kecamatan masing-masing.

(2) Setelah diperiksa oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, Desa sebagai
pemohon menyampaikan SPJ/LPJBKK-BKUD Tahun atau Tahap
sebelumnya maka berkas Permohonan yang sudah lengkap dan
benar disampaikan kepada Bupati Subang melalui Kepala DPMD.

Bagian Kedua
Tahap Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 18

(1) Permohonan Pencairan BKK-BKUD yang lengkap dan benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 13Peraturan ini
dibuat rangkap 4 dengan peruntukan :

a. 1 rangkap untuk arsip Desa;
b. 1 rangkap untuk arsip Kecamatan;
¢. 2 rangkap disampaikan kepada Kepala DPMD.

(2) Terhadap Permohonan Pencairan BKK-BKUD dar Desa yang telah
lengkap dan benar, Kepala DPMD melanjutkan  Permohonan

tersebut dengan Pengantar Pencairan BKK-BKUD kepada Bupati
melalui Kepala BKAD.

Pasal 19

(1) Penyaluran Dana BKK dilaksanakan dengan penerbitan SP2D oleh
Kepala BKAD untuk dicairkan melaluj Bank BJB Cabang
Subang.

(2) Pada proses penerbitan SPP dan SPM BKK, BKAD selaku SKPKD
bertanggungjawab secara administratif atas kesesuaian dokumen
anggaran dan kelengkapan dokumen lain yang menjadilampiran
SPM (Surat Perintah Membayar) sedangkan secara materiil
menjadi tanggungjawab Penerima Bantuan.

Pasal 20

Penyaluran Dana BKK-BKUD dilaksanakan dengan penerbitan SP2D
oleh Kepala BKAD untuk dicairkan melalui Rekening Giro Bank
BJB Cabang Subang atau BJB Unit atau Kantor Kas Kecamatan.



(1)

(2)
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Bagian Ketiga
Tahap Pencairan Dana BKK-BKUD

Pasal 21

DPengan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Bank BJB
Cabang Subang melakukan administrasi Perbankan
Pemindahan Buku dari RKUD ke RKD untuk
mempersiapkan pencairan ke Kas Umum Desa masing
masing sesuai dengan nilai nominal Surat Perintah
Pencairan Dana BKK-BKUD;

Penerimaan uang BKK-BKUD dari RKUD ditransfer ke
RKD di Kas Bank BJB unit kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kemudian Kaur Keuangan Desa
mencatat perincian biaya kegiatan masing-masing
selanjutnya menyerahkan langsung Dana BKK-BKUD
Kepada Pelaksana Kegiatan di Desa yaitu :

a) Kepala Seksi Pemerintahan,Kepala Seksi Kesejahteraan
dan Pelayanan untuk Struktur Organisasi Pemerintah
Desa Pola Minimal; atau

b) Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan
dan Kepala Seksi Pelayanan; atau

¢) Perangkat Desa lainya apabila terdapat kekosongan
jabatan pada poin (a} dan (b) di atas.

(3) Penerima Dana BKK-BKUD oleh Pelaksana kegiatan Desa

Sebagaimana pada ayat (2), selanjutnya diserah
terimakan kepada Pengelola Kegiatan di Desa yaitu :
Kepala Desa, Sekdes, Kasi Desa, Kaur Desa, Kadus, Ketua
LPM, Ketua majlis Ta’lim, Ketua MUI, Ketua Pos KB Desa,
Ketua Sub Pos KB Desa, Kader Posyandu, Yandu, Ketua
Tim PKK Desa , Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang
Taruna, Direktur BUMDesa, Ketua Posyantekdes,
Operator Siskeudes, Ketua BPSPAM, Babinmas POLRI,
Ketua Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya,
Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Kegiatan Fisik Non-
Reguler, Kasi PPMD Kecamatan, Supervisor Siskeudes
Kecamatan, Ketua Tim PKK Kecamatan, Ketua Forum Pos
KB Kecamatan,Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan,
Ketua Forum Pos KB Kabupaten, Ketua Pokjanal
Posyandu Kabupaten dan yang lainnya sesuai dengan
ketentuan,

{2) Penerima Dana BKK-BKUD oleh Pengelola dari Pelaksana

kegiatan Desa Sebagaimana pada ayat (3) dengan
menandatangani kwitansi dengan besaran alokasi
penerimaan yang telah ditentukan secara utuh.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Pasal 22

Dengan Surat pemberitahuan kepada Camat dan tembusan
kepada Kepala Bank BJB Kantor Cabang Subang, Bank BJB
Kantor Cabang Pembantu Kecamatan atau Bank BJB Kantor
KasKecamatan, atas pertimbangan-pertimbangan teknis, Kepala
DPMD dapat menangguhkan pencairan suatu pos dana BKK-
BKUD dengan tetap menyimpan Pos dana BKK-BKUD
termaksud di Rekening Kas Desa;

Berdasarkan pertimbangan teknis untuk suatu pembiayaan yang
perlu dipusatkan, maka Kepala DPMD dapat meminta kepada
Camat agar menugaskan Kepala Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa(PPMD] Kecamatan sebahgai
Pengelola Kegiatan untuk menghimpun suatu bagian pos Alokasi
BKK-BKUD dari Kasi Kesejahteraan atau kasi Pemerintahan Desa
vang merupakan Pelaksana Kegiatan masing-masing untuk
selanjutnya diteruskan pembayarannya sesuai dengan
peruntukannya.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 23

Dalam hal tidak ada hambatanyangdapatdipertanggungjawabkan
dana BKK-BKUD yang dialokasikan untuk kegiatan fisik Non-
Reguler selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak
penerimaan BKK-BKUDoleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus
sudah dimulai pelaksanaannya;

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan fisik Non-
Reguler yang dibiayai dari BKK-BKUD harus sudah dapat
diselesaikan dalam waktu 90 hari terhitung dari dimulainya
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana termaksud ayat (1) diatas;

Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, Kasi
Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (PPMD) Kecamatan dapat
memberitahukan secara fertulis kepada Kepala Desa atas
perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) di atas untuk waktu paling lama 30
{Tiga Puluh) Hari.

Pasal 24

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik yang didanai dari BKK-BKUD
ini Perangkat Pelaksana Kegiatan PembangunanDesa berpedoman
pada RAB dan Gambar yang secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan dan yang telah diverifikasi oleh Tenaga
Ahli Infrastruktur Desa (TAID) P3MD Kabupaten Subang melalui
Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur (PDTI} P3MD Tingkat
Kecamatan masing-masing;



(2)

(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

(4)
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Karena keadaan tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan dan melalui konsultasi dengan
Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur (PDTI) P3MD Tingkat
Kecamatan masing-masing, kegiatan fisik yang didanai dari
BKK-BKUD, maka Kasi Pembangunan Desa kegiatan fisik
dapat melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan
(Tambah Kurang) dengan menyesuaikan keadaan/kondisi
dan situasi yang ada;

Terhadap perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas dilakukan penyesuaian Gambar dan
RAB  yang telah di verifikasi oleh oleh Tenaga Ahli
Infrastruktur Desa (TAID) P3MD Kabupaten Subang melalui
Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur (PDTI) P3MD Tingkat
Kecamatan masing-masing dengan Berita Acara Pekerjaan
Tambah Kurang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,
dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada Peraturan
Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

Penerima BKK-BKUD menyampaikan laporan penggunaan
BKK-BKUD kepada Bupati melatui Kepala DPMD

Surat Pertangungjawaban Belanja secara fisik dan materil
menjadi tanggungjawab penerima BKK-BKUD sepenuhnya
dan disimpan oleh penerima bantuan sebagai kelengkapan
dokumen untuk bahan pemeriksaan baik secara internal
maupun eksternal.

Pasal 26

Penerima BKK-BKUD bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan BKK-BKUD yang diterimanya;

Pertanggungjawaban penerima BKK-BKUD meliputi
a. Laporan penggunaan BKK-BKUD ;

b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
BKK-BKUD yang diterima telah digunakan sesuai
ketentuan; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sahsesuai
peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan;



(5)
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Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf c¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK
selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 27

Untuk pengendalian administrasi, setiap tiga bulan Kepala
Desa berdasarkan laporan dari Perangkat Pelaksana Kegiatan
Pembangunan Desa membuat laporan rangkap 3 dengan
(Form terlampir)kepada Camat atas kemajuan fisik dan non
fisik serta keuangan baik yang diterima dari APBD
maupun keuangan yang diterima dari swadaya gotong
royong masyarakat;

Camat/Fasilitator Kecamatan membuat daftar kendali
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
secara terbuka di Sekretariat Kecamatan yang sedemikian
rupa sehingga dapat dengan mudah terpantau perkembangan
fisik dan non-fisik kegiatan yang dibiayai dari BKK-BKUD
di Desa;

Pasal 28

Berdasarkan rekapitulasi laporan per Tahap dari para Kepala
Desa selambat-lambatnya sebelum tutup Tahun Anggaran
berjalan, Camat membuat laporan kepada Bupati melalui
Kepala DPMD dengan (Form terlampir),yang untuk kegiatan
Fisik Non-Reguler dilampiri foto perkembangan kegiatan Fisik
0%, 50% dan 100%;

Berdasarkan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas Kepala DPMD membuat check list
pelaporan sehingga dapat dengan mudah terpantau
perkembangan fisik kegiatan di Kecamatan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 29

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKK-BKUD,
secara reguler dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Subang;

Hasil  pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh
InspektoratDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atas, sepanjang tidak menyangkut temuan penyimpangan
merupakan bahan evaluasi bagi DPMD Kabupaten Subang
dalam penentuan kebijakan program BKK-BKUDlebih lanjut.

Pasal 30

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKK-BKUD,
maka terhadap kegiatan fisik maupun non-fisikdilakukan
Pengawasan Internal oleh Camat/Fasilitator Kegiatan

Kecamatan, yang hasil kerjanya dituangkan dalam Format
(Form terlampir),
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(2) Bila dalam  pelaksanaan  pengawasan in_temal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didapat
indikasi awal yang cenderung mengarah kepadfa
tindak pidana Korupsi, maka Camat dapat mengan?bﬂ
langkah perbaikan agar tidak menimbulkan kerugian
lebih lanjut terhadap Keuangan Daerah,;

(3) Upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ay.at
(2) di atas, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis,
ataupun perintah perbaikan sebagaimana mestinya dan
atau sampai dengan Pelaporan kepada Inspektorat
Daerah;

(4) Terhadap setiap upaya perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) di atas, Camat memberikan

tembusan pemberitahuan kepada Bupati melalui
Kepala DPMD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Subang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan
Tahun Anggaran 2020 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI SUBANG,

ttd.

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR27

Salinan sesuai dengan aslinya
_KEPALA-BAGIAN HUKUM,
. 50 v ~ .")\';‘

/" N\

<Y Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 27 Tahun 2021
TANGGAL : 14 April 2021
TENTANG

BENTUK FORMAT YANG DIGUNAKAN

: PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS -BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DAN PERKEMBANGAN CAPAIAN OUTPUT BKK-BKUD
1. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA

BKK-BKUDUNTUK TAHAP... TAHUN

Desa
Kecamatan
Realisasi Penggunaan Dana
: Penerimaan Pengeluaran Sisa Tahap Sisa s/d
No Kegiatan Pagu Volume S/dlalu | Tahapini | S/dTahap | S/dlalu | Tahapini | S/d Tahap ini Tahap ini
(Rp} (Rp] ini {Rp) (Rp) (Rp) ini (Rp) (Rp] (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A | BANTUAN REGULER
1 |Asuransi Keschatan, Kecelakaan & Tabungan 4.200.000
Masa Bakti Kepala Deaa
2 |Bisya Operasional. Kegiatan LPMD dengan 2.500.000
rincian sebagai berikut :
a. Operasional kegiatan LPMD @ Rp.
1.500.000,-
b. Operasional kegiatan DPC LPM @ Rp.
600.000,-
¢. Qperasional kegiatan DPD LPM @ Rp.
400.000,-
3 |Biaya Pembuatan/Pengisian Profil, Evaluasi 1.100.000
Perkembangan Desa dan IDM dengan rincian
a.Pengisian dan Pendataan Profil, Evaluasi
Perkembangan dan IDM @ Rp. 800.000,-
b, Honor Operator Profil, Evaluasi
Perkembangan dan IDM @& Rp. 300.000,-
4 |Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader
Pemberdayaan Masy. :
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Realisasi Pengpunaan Dana

. Penerimaan Pengeluaran Sisa Taha, Bisa s/d
No Kegiatan Pagu volume  G7e e | Tahapini | 5/d Tahap | S/dlala | Tahap imi | §/d Tahap ini | Tahap o
(Rp) {Rp) ini (Rp) {Rp) (Rp) ini (Rp) (Rp) (Rp}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Honor Ketua RW (Rp. 3.400.000,-| ...
/Tahun X 1.675 RW untuk & Bulan)
2. Honor Ketua RT {Rp. 3.000.000,- /
Tahun X 5.665 RT Untuk & Bulan)
5 | Stimulan Pemberdayaan Ekonomi|  ..ceenes
Masyarakat Tingkat RT Tahap III (tahun ke 3
untuk 1.384 RT)
& | Honor Pos KB Desa dengan rincian :
a, Honor Ketua Pos KB Desa @ Rp. 4.000.000
4.000.000,-
b. Homor Bub Pos KB Desa Rp.500.000 X|  ...ee.e.
1804
c¢. BOP KIE Pos KB Desa dan Tenaga 1.000.000
Pengerak Desa (TPD) @ Rp.
1.080.000,-
d. Biaya Operasional Forum Pos KB 400.000
Kecamatan @ Rp. 400.000,-
e. Biaya Operasional Forum Poa KB 600.000
Kabupaten @ Rp. 600.000,-
7 _|Honor Kader Yandu dengan rincian :
a. Honor Kader Posyandu/ BKB/BKR/BKL | ...
(Rp. 500.000,- / Tahun X 8.738 Kader
Posyandu)
b. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu 100.00G
Kecamatan @ Rp. 400.000,-
¢. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu 100.000
. Kabupaten @ Rp. 600.000,-
8 | Bantuan Biaya Operasional Tim PKK
- Tim Penggerak PKK Desa @ Rp. 2.000.000
2.000.000, -
- Tim Penggerak PKK Kecamatan @ Rp. 1.000.000
1.000.000,-
S | Biaya Administrasi BKK-BKUD dengan
rincian :
a, Pernbuatan Usulan dan Pembuatan SPJ 1.600.000
@ Rp. 1.600.000,-
b. Pengendalian dan Pengawasan BKK- 1.800.000
BKUD @Rp. 1.500.000,-
10 | Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas 1.000.000

POLRI dalam Pendataan Kamtibmaa Desa
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Realisasi Penggunaan Dana

No Kegiatan Pagu Volume w@zmda.mm.b Pengeluaran Sisa Tahap Sisa s/d
8/d lalu Tahap ini 8/d Tahap 8/d lalu Tahap ini S5/d Tahap ini Tahap ini
(Rp) (Rp) ini (Rp) (Rp) (Rp} ini {Rp) (Bp) (Rp)
i 2 3 4 S 5 7 8 S 10 11 12
11 | Biaya Dukungan Operasional bagi Babinsa 1.000.000
Pendataan Data Teritorial Desa
12 | Stimulan Pembinaan Pemberdayaan 500.000
Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial
Budaya
i3 | Biaya Operasional Kegiatan Dana Masuk 7.000.000
Desa bagi Kepala Desa (Perternuan Dan
Konaultasi Ke Kab)
14 | Bantuan Penambahan Operasicnal BPD
- Ketua @Rp- 2.000.000,- 1 = aeeeeens
- Wakil Ketua, Selretaris @Rp. 1.500.000,- | ...ciienir
- Anggota @Rp. 1.000.000,- ] s
15 | Tambahan Biaya Operasgional MUI Desa 1.000.000
16 | Tambahan Biaya Operasional Majelis 1.000.000
Taklim Desa
17 | Tambahan Tunjangan Linmas 2.000.000
18 | Biaya Operasional bagi Karang Taruna 450.000
Desa/Kel.
19 | Biaya Qperasional Aparatur Desa
1, Sekdes @ Rp. 2.100.000,- 500.000
2. Kasi Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang = @ 300.000
Rp. 1.000.000,-
3. Kaur Desa @ Rp. 500,000,- X 2 Orang ~@
Rp. 1.000.000,-
20 | Aplikasi Siskeudes, Sipades dan Bangdes 500,000
1. Honor Operator Desa aplikesi Siskeudes @ 300.000
Rp. 500.000,-
2. Pembinaan/Bintek Aplikasi Siskeudes,
Sipades atau Bangdes Tingkat Kecamatan
@ Rp. 300.000,-
B | BANTUAN NON-REGULER*]
1 |Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba
Posyandu Tahun 2021
a. Juara 1 @Rp. 12.500.000,- 12.500.000
b. Juara 2 @Rp. 10.000.000,- 10.000.000
¢. Juara 3 @Rp. 8.000.000,- 8.000.000
d.Persiapan dan Pelaksansan Lomba Tingkat| 22.500.000
Propinsi @Rp- 22.500.000,-
2 {Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba| 31.170.000

Kesatuan Gerak PKK Tahun 2021 @Rp.

31.170.000,-
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Realisasi Penggunaan Dana

. Penerimaan Pengeluaran Sisa Tahap Sisa s/d
No Kegiatan Pagu Volume §/dlalu | Tahapimi | S/dTahap | S/dlalu | Tahapini | S/d Tahap ini Tahap ini
(Rp) (Rp) ini (Rp} (Rp) (Rp) ini (Rp) (Re) (Rp)
1 2 3 4 S 5 7 8 g 10 11 12
3 i{Bantuan Penyelanggaraan Kejuaraan Lomba
Kinerja Desa Tahun 2021
a. Juara 1 @KEp. 20.000.000,- 20.000.000
b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,- 15.000.000
c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,- 10.000.000
4 |Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa)
A. Juara TTG Unggulan
Juara 1 @Rp. 15.000.000,- 15.000.000
Juara 2 @Rp. 12.500.000,- 12.500.000
Juara 3 @Rp. 10.000.000,- 10.000.000
B. Juara TTG Incvasi dan pengembangan
Juara 1 @Rp. 15.000.000,- 15.000.000
Juara 2 @Rp. 12.500.000,- 12.500.000
Juara 3 @Rp. 10.000.000,- 10.000.000
C. Biaya Pembinaan dan Persiapan Lomba
TTG Bagi Juara 1 Ke Tingkat Provinsi
- Juara Unggulan @Rp. 17.500.000,- 17.500.000
- Juara Inovasi @Rp. 17.500.000,- 17.500.000
5 |Bantuan Penyelanggaraan P2W-KSS
a. Bantuan Fisik @Rp. 90.000.000,- 90.000.000
b. Penyelenggaraan P2WKSS @Rp.| 20.000.000
20.000.000,-
6 |Locus Stunting 26 Dega x @Rp. 15.000.000 15.000.000
7 [Operasional TPS3R (6 Desa x @Rp.| 60.000.000
60.000.000,-]
8 [Bantuan Pengadaan Tungku Produksi Arang| 60.000.000
Kayu {5 Desa x 5 Tungku X @Rp. 12.000.000)
9 |[Biaya Kegiatan Karangtaruna Desa @Rp.| 15.000.000
15.000.000,-
10 |stimulan Bantuan Pembuatan Jamban
keluarga di 38 Desa ODF @Rp. 1.700.000,-
1. Belanja Material @ Rp 1.500.000,- 1.500.000
2. Bimtek/Pembinaan @ Rp 200.000,- 200.000
11 |Desa Penggerak Partisipasi dan Swadaya| 100.000.00C
Masyarakat Untuk Membangun Desa Tahun
2021 (3 Desa X @Rp. 100.000.000,-}
12 |BOP Bumdes {233 BUMDesa X 1.000.000
Rp. 1.000.000,-]
13 |Bantuan bagi BUMDesa Jawara Tahun 2021| 50.000.000

{3 BUMDesa x @Rp.50.000.060,-}




3.

Realisasi Penggunaan Dang

. Penerimaan : -
No Kegiatan Pagu Volume a8 Pengeluaran 8isa Tahaj Si d
5/d lailu Tahap ini 8 .\ a..ﬁm_._mﬁ 3/d laiu Tahap ini 5/d Tahap ini P HmMMM ME
- 2 < z :ng AME ini ,M.ma {Rpl (Rp) ini (Rp) (Rp) (Rp)
B o 1
14 iPembangunan TK Darmawanita (Desa| 100.000.000 9 11 12
Lengkongjaya) (1 Desa X Rp. 100.000.000,-)

15 [Penyelesaian Pembangunan Jembatan Desa| 57.000.000
Bojonegara Kecamatan Tambakdahan

Jurnlah
KEPALA DESA ............

Petunjuk Pengisian : segesaeess
1. Kolom 1 : Noror Urut 7. Kolom 7 : Realisasi penerimaan s/d Tahap ini
2. Kolom 2 : Kegiatan 8. Kolom 8 : Realisasi pengeluaran s/d Tahap sebelumnya
3. Kolom 3 : Pagu Kegiatan 9. Kolom 9 : Realisasi pengeluaran Tahap ini
4. Kolom 4 : Volume cutput kegiatan 10. Kelom 10 : Realisasi pengeluaran s/d Tahap ini
5. Kolom 5 : Realisasi Penerimaan s/d Tahap sebelumnya 11.Kolom 11 : Kolom 6 dikurangi kolom 9
6. Kolom 6 : Realisasi penerimaan Tahap ini 12. Kolom 12 : Kolom 7 dikurangi kolom 10

*) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak
............. = Pagu diisi disesuaikan dengan Pagu Desa yang ada di Keputusan Bupati
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B. FORMAT USULAN PENCAIRAN BKK-BKUD
1. Format Surat Pengajuan Pencairan Kepala Desa

KOP DESA

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :

: 1 {satu) bundel Camat ...l
: Pengajuan Pencairan Bantuan Di

Keuangan Khusus - Bantuan Subang
Keuangan Kepada Pemerintah Desa
(BKK-BKUD) Tahap ke-... Tahun ......

Dipermakiumkan dengan hormat, Sesuai dengan ketentuan
proses pengelolaan BKK-BKUD berikut kami sampaikan
permohonan pencairan BKK-BKUD untuk Desa

............................... Tahap ke- ........ Tahun .... sebagai berikut :
Pagu BKK- Permohonan Pencairan .
BKUD s/d vg lalu sekarang s/d sekarang Sisa Pagu

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa
............... dengan nomor reKening ............covevveiieeevnnan.

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

a. Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja desa tahun ........ (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara
musyawarah Desa dan daftar hadir berikut Penjabarannya.

b. Daftar Rencana Penggunaan Dana.

c. BA. Musyswarah berikut Daftar Hadir, Usulan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Tingkat RT dan Usulan kegiatan Fisik dari
Bantuan Non-Reguler *),

d. Surat Keputusan Kades tentang Penunjukan Pelaksana dan

Pengelola BKK-BKUD,

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKUD Tahap / Tahun Anggaran

sebelumnya

Kwitansi bermaterai cukup.

Surat Pernyataan pertanggungjawaban.

. Photo copy KTP Kades.

Photo copy NPWP Pemerintah Desa

Photo copy rekening Giro Bank Jabar Banten a.n Pemerintah desa

e

e -

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat
diperiksa dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya
kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .............

¥) Diisi apabila menerima kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler
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1.000.000,-

2. Format Daftar Rencana Penggunaan Dana
DAFTAR RENCANA PENGUNAAN DANA BKK-BKUD
TAHAP KE- ....... TAHUN .....
Pengajuan Dana Rp.
No Pos Uraian Pagu 5/d lalu Sek;rang Sel?;rcing Sisa
(Rp} (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 & 7
1 |Asuransi Keschatan, Kecelakaan & Tabungan Masa 4.200.000] civiiiss| verrerverennn| sesvesarrares]  srerssrrsrens
Bakti Kepala Desa
2 |Biaya Operasional. Kegiatan LPMD dengan rincian 2.8500.000] eiin] | ] e,
sebagai berikut :
a. Operasional kegiatar LPMD @ Rp. 1.500.000,-
b. Operasional kegiatan DPC LPM @& Rp. 600.000,-
c. Operasional kegiatan DPD LPM @ Rp. 400.000,-
3 |Biaya Pembuatan/Pengisian Profil, Evaluasi 1.100.000]  ccvvrrrvnree]  vrviirennenne| eeveveeenann] eeeveeeeenn
Perkembangan Desa dan IDM dengan rincian :
a.Pengisian dan Pendataan Profil, Evaluasi
Perkembangan dan IDM @ Rp. 800.000,-
b. Honor Operator Profil, Evaluasi Perkembangan
dan IDM @ Rp. 300.000,-
4 |Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader
Pemberdayaan Masy. :
1. Honor Ketua RW (Rp. 3.400.000,- /Tahun X| il ccvrcveveeee] rvvvvsvenens] eovvieeeeeeea] eeeeeenncnn,
1.675 RW untuk 6 Bulan)
2. Honor Ketua RT (Rp. 3.000.000,- / Tahun X
5.665 RT Untuk 6 Bulan}
5 |Stimulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Tingkat RT Tahap HI (tahun ke 3 untuk 1.384 RT)
6 | Honor Pos KB Desa dengan rincian :
a. Honor Ketua Pog KB Desa @ Rp. 4.000.000,- 4.000.000
b. Honor Sub Pos KB Desa Rp.500.000 X 1804
¢. BOP KIE Pog KB Desa dan Tenaga Pengerak Desa 1.000.000
(TPD] @ Rp. 1.000.000,-
d. Biaya Operasional Forum Pos KB Kecamatan @ 400,000 | e e ereererienns
Rp. 400.000,-
e. Biaya Operasional Forum Pog KB Kabupaten @ 600.000| ] ] | ceeveaen
Rp. 600.000,-
7 _|Henor Kader Yandu dengan rincian :
a. Honor Kader Posyandu/ BKB/BKR/BKL Rp. | ..ol il vl il
500.000,- / Tahun X 8.738 Kader Posyandu)
b. Biaya Operasional Pokjana! Posyandu Kecamatan 100,000  oieecnd e ] e
@ Rp. 400.000,-
¢. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten 100,000 ] | e
@ Rp. 600.000,-
8 | Bantuan Biaya Qperasional Tim PKK
- Tim Penggerak PKK Desa @ Rp. 2.000.000,- 2.000.000] ... i oo
- Tim Penggerak PKK Kecamnatan @ Rp. 1.000.000,- 1.000.000] vin] v
9 | Biaya Administrasi BKK-BKUD dengan rincian :
4. Pernbuatan Usulan dan Pembuatan SPJ @ Rp. L600.000) ... cnnd i,
1.600.000,
b. Pengendalian dan Pengawasan BKK-BKUD @Rp. 1.500.000
1.500.000,-
10 | Biaya Dukungan Operasicnal Bagi Babinmas POLRI 1.000.000) __.......| .
dalam Pendataan Kamtibmas Desa
11 | Biaya Dukungan Qperasicnal bagi Babinsa 1.000.0G0| o] e T T
Pendataan Data Teritorial Desa
12 [ Stimulan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat 500.000
dan Pengembangan Sosial Budaya
13 | Biaya Operasional Kegiatan Dana Masuk Desa bagi 7.000.000|  ceviis] e seiiiiid T
Kepala Desa (Pertermnuan Dan Konsultagi Ke Kah)
14 | Bantuan Penambahan Operasional BPD
Ketua@Rp.2.000000,- _  _ ~ T [ T e
- Walkil Ketua, Sekretaris @Rp. 1.500.000,-
- Anggota @Rp. 1.000.000,-
15 | Tambahan Biaya Operasional MUI Desa 1.000.000
16 | Tambahan Biaya Operasional Majelis Takiim Desa 1.000.000
17 | Tambahan Tunjangan Linmas 2.000.000
18 | Biaya Qperasional bagi Karang Taruna DesafKel. 450.000|  weoveeian|  eeeeeiin] i
19 | Biaya Operasional Aparatur Desa
1. Sekdes @ Rp. 2.100.000,- 2.100.000
2. Kasi Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang = @ Rp.|  1.000.000
1.060.000, -
3. Kaur Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang =@ Rp.|  1.000.000
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No
. 8/d Si
No Kegiatan Pagu S;‘cé{ laiu Sek;rang Sekarang isa
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
20 | Aplikasi Siskeudes, Sipades dan Bangdes
1. Honor Operator Desa aplikasi Siskeudes @ Rp. 500.000
500.000Q,-
2. Pembinaan/Bintek Aplikasi Siskeudes, Sipades 300.000
atau Bangdes Tingkat Kecamatan @ Rp. 300.000,-
JUMLAH BANTUANREGULER fA) = | viivens] severssvissns] weeecsviceen] cecieiseeenes
_B | BANTUAN NON-REGULERY} R
1 |Bantuan Penvelenggaraan Kejunaraan Lomba
Posyandu Tahun 2021
a. Juara 1 @Rp. 12.500.000,- 12.500.000
b. Juara 2 @Rp. 10.000.000,- 10.000.0C0
¢. Juara 3 @Rp. 8.000.000,- B.OD0.000D[ o] e creireies] srsiesensian
d.Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat] 22.500.000] o] ] everriennd crvnisrienan
Propinsi @Rp. 22.500.000,-
2 |Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lombaj 31.170.000] el vvicen|  coiicinn] srensenennn
Kegatuan Gerak PKK Tahun 2021 @Rp. 31.170.000,-
3 |Bantuan Penyelanggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja
Desa Tahun 2021
a. Juara 1 @Rp. 20.000.000,- 20.000.000] e vesecisseane] vcvveecend] e
b. Juara 2 @Rp. 15.060.000,- 15.000.000] oooooiend wvresmemoae]  creesemeein] aeereiieiens
c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,- 10.000,000]  tioviciii] | oieeen] | ceeeeeeceeee] ceereceerens
4 |Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi
Tepat Guna Desa (Posvantek Desal
A. Juara TTG Unggulan
Juara 1 @Rp. 15.000.000,- 15.000.000
Juara 2 @Rp. 12.500.000,- 12.500.000]  ovioivieise]  coeseeinn] ceemesereiend]  cooreecencers
Juara 3 @Rp. 10.000.000,- 10.000.000| e siimeend ciriiiianed eeveeciieenn.
B. Juara TTG inovasi dan pengembangan
Juara 1 @Rp. 15.000.000,- 15.000.000]  .oiiiiin]  vrvisssnsnie] iercieeeens
Juara 2 @Rp. 12.500.000, 12,500,000
Juara 3 @Rp. 10.000.000,- 10.000.000
C. Biaya Pembinaan dan Persiapan Lomba TTG Bagi
Juara 1 Ke Tingkat Provinsi
- Juara Unggulan @Rp. 17.500.000,- 17.500.000
- Juara Inovasi @Rp. 17.500.000,- 17.800.000] iiciiviie] arienicied] veriiiiii] eeeeeveeian
5 |Bantuan Penyelanggaraan P2W-KSS
a. Bantuan Fisik @Rp. 90.000.000,- 90.000.060
b. Pentyelenggaraan P2WKSS @Rp. 20.000.000,- 20.000.000
6 jLocus Stunting 26 Desa x @Rp. 15.000.000 15.000.000
7 |Operasional TPS3R [6 Desa x @Rp. 60.000.000,] 60.000.000
8 |Bantuan Pengadaan Tungku Produksi Arang Kayu (5] 60.000.000] ...l ool i U
Desa x 5 Tungku X @Rp. 12.000.000)
9 |Biaya  Kegiatan Karangtaruna Desa @Rp.] 15.000.000
15.000.000,-
10 |Stimulan Bantuan Pembuatan Jamban keluarga di
38 Desza ODF @Rp. 1.700.000,-
1. Belanja Material @ Rp 1.500.000,- 1.500.000
2. Bimtek/Pembinaan @ Rp 200.000,- 200.000
11 |Desa Penggerak Partisipasi dan Swadaya Masyarakat| 100.000.000
L;ntuk Membangun Desa Tahun 2021 (3 Desa X
Rp.100.000.000,-)
12 |BOP Bumdes {233 BUMDesa x {@Rp.1.000.000,-) 1.000.000] .cccvvevvone]  vvvvvecnd| e,
13 |Bantuan bagi BUMDesa Jawara Tahun 2021 (3] 50.000.000
BUMDesa x @Rp.50.000.000,-)
14 |Pembangunan TK Darmawanita (Desa Lengkongjaya)! 100.000.000( ...l ... oo T
{1 Desa X Rp. 100.000.000,-)
15 |Penyelesaian  Pembangunan  Jembatan Desa| 55.000.000]  ........| ol i
Bojonegara Kecamatan Tambakdahan
JUMLAH BANTUAN NON-REGULER (B)
JUMLAH TOTAL (A+B)

Subang, .........

*) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak

cremennns 202,00
KEPALA DESA .............
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C. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

1. Format Berita Acara MusyawarahDesa BKK-BKUD

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESAPENETAPAN SASARAN BKK-BRKUD

Pada hari ini ................. Tanggal ........... Bulan ................. Tahun Dua ribu dua

sebagai berikut :

Materi Rapat Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan
Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) Tahun ....

, bertempat di Aula Desa .........c.ueeoe. telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Desa

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah menetapkan Sasaranyang

akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa (BKK-BKUD) Tahun ....sebagai berikut :

A.
1

2

10

11

BANTUAN REGULER
Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti
Kepala Desa
Biaya Operasional. Kegiatan LPMD dengan rincian sebagai
berikut :

a. Operasional kegiatan LPMD @ Rp. 1.500.000,-
b. Operasional kegiatan DPC LPM @ Rp. 600.000,-
¢. Operasional kegiatan DPD LPM @ Rp. 400.000,-

Biaya Pembuatan/Pengisian Profil, Evaluasi Perkembangan
Desa dan IDM dengan rincian :

a. Pengisian dan Pendataan Profil, Evaluasi Perkembangan dan

IDM @ Rp. 800.000,-
b. Honor Operator Profil, Evaluasi Perkembangan dan IDM @
Rp. 300.000,-

Honor Lembaga Kemasyarakatan /Kader Pemberdayaan Masy. :

1. Honor Ketua RW @ Rp. 3.400.000,-/Tahun (sebanyak ......

orang ketua RW)

2. Honor Ketua RT @ Rp. 3.000.000,-/Tahun(sebanyak ......

orang ketuaRT)

Program Hibah Stimulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Tingkat RT Tahap III (tahun Ke 3), untuk sebanyak ..... RT, yaitu
untuk :

RT....., RT....... » RT. ...... dan RT. ......*)

Honor Pos KB Desa dengan rincian :

a. Honor Ketua Pos KB Desa @ Rp. 4.000.000,-

b. Honor Sub Pos KB Desa Rp.500.000 X 1804
c. BOP KIE Pos KB Desa dan Tenaga Pengerak Desa (TPD) @

Rp. 1.000.000,-

d.Biaya Operasional Forum Pos KB Kecamatan @ Rp. 400.000,-
€. Biaya Operasional Forum Pos KB Kabupaten @ Rp. 600.000,-
Honor Kader Yandu dengan rincian :

a. Honor Kader Posyandu/ BKB/BKR/BKL per kader/tahun

(sebanyak ...... orang kader Posyandu}
b. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan @ Rp.
400.000,-
¢. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten @ Rp.
600.000,-
Bantuan Biaya Operasional Tim PKK
- Tim Penggerak PKK Desa @ Rp. 2.000.000,-
- Tim Penggerak PKK Kecamatan @ Rp. 1.000.000,-

Biaya Administrasi BKK-BKUD dengan rincian :

a. Pembuatan Usulan dan Pembuatan SPJ @ Rp. 1.600.000,-

b. Pengendalian dan Pengawasan BKK-BKUD @Rp. 1.500.000,-
Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam
Pendataan Kamtibmas Desa.

Biaya Dukungan Operasional bagi Babinsa Pendataan Datg
Teritorial Desa.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

4.,200.000,-

2.500.000,-

1.100.000,-

.........

1.000.000,-

400.000,-
600.000, -

400.000,-

600.000, -
3.000.000,-
3.000.000,-
1.600.000, -
1.500.000,-
1.000.000, -

1.000.000,-
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Stimulan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan
Pengembangan Sosial Budaya
Biaya Operasional Kegiatan Dana Masuk Desa bagi Kepala Desa
{Pertemuan Dan Konsultasi Ke Kabj
Bantuan Penambahan Operasional BPD
- Ketua @Rp. 2.000.000,-
- Wakil Ketua, Sekretaris @Rp. 1.500.000,-
- Anggota @Rp. 1.000.000,-
Tambahan Biaya Operasional MUI Desa
Tambahan Biaya Operasional Majelis Taklim Desa
Tambahan Tunjangan Linmas
Biaya Operasional bagi Karang Taruna Desa.
Biaya Operasional Perangkat Desa
1. Sekdes @ Rp. 2.100.000,-
2. Kasi Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang = @ Rp. 1.000.000,-
3. Kaur Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang =@ Rp. 1.000.000,-
Aplikasi Siskeudes, Sipades, Bangdes dan e-Dabu
1. Honor Operator Desa Aplikasi Siskeudes @ Rp. 500.000,-
2. Pembinaan Aplikasi Siskeudes, Sipades, Bangdes dan e-
Dabu Tingkat Kecamatan @ Rp. 300.000,-

BANTUAN NON REGULER™")
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun
2021
a. Juara 1 @Rp. 12.500.000,-
b. Juara 2 @Rp. 10.000.000,-
c. Juara 3 @Rp. 8.000.000,-
d.Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp.
22.5006.000,-
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak
PKK Tahun 2021 @Rp. 31.170.000,-
Bantuan Penyelanggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa
Tahun 2021
a. Juara 1 @Rp. 20.000.000,-
b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,-
c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,-
Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
Desa {Posyantek Desa)
A. Juara TTG Unggulan
Juara 1 @Rp. 15.000.000,-
Juara 2 @Rp. 12.500.000,-
Juara 3 @Rp. 10.000.000,-
B. Juara TTG Inovasi dan pengembangan
Juara 1 @Rp. 15.000.000,-
Juara 2 @Rp. 12.500.000,-
Juara 3 @Rp. 10.000.000,-
C. Biaya Pembinaan dan Persiapan Lomba TTG Bagi Juara 1
Ke Tingkat Provinsi
- Juara Unggulan @Rp. 17.500.000,-
- Juara Inovasi @Rp. 17.500.000,-
Bantuan Penyelanggaraan P2W-KSS
a. Bantuan Fisik @Rp. 90.000,000,-
b. Penyelenggaraan P2WKSS @Rp. 20.000.000,--
Locus Stunting 26 Desa x @Rp. 15.000.000
Operasional TPS3R (6 Desa x @Rp. 60.000.000,-}
Bantuan Pengadaan Tungku Produksi Arang Kayu (5 Desa x 5
Tungku X @Rp. 12.000.000)
Biaya Kegiatan Karangtaruna Desa @Rp. 15.000.000,-
Stimulan Bantuan Pembuatan Jamban keluarga di 38 Desa
ODF @Rp. 1.700.000,-
1. Belanja Material @ Rp 1.500.000,-
2. Bimtek/Pembinaan @ Rp 200.000,-
Desa Penggerak Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Untuk
Membangun Desa Tahun 2021 (3 Desa X @Rp. 100.000.000,-)
BOP Bumdes {233 BUMDesa x @Rp. 1.000.000,-}
Bantuan bagi BUMDesa Jawara Tahun 2021 (3 BUMDesa x
@Rp.50.000.000,-)

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

500.000,-

7.000.000,-

2.000.000,-
3.000.000,-
1.000.000,-
1.000.000,-
2.6006.000,-

450.000,-
4.100.000,-

3500.000,-
300.000,-

£

12.500.000,-
10.000.000,-

8.000.000,-
22.500.000,-

31.170.000,-

4

20.000.000,-
15.000.000,-

10.000.000,-

15.000.000,-
12.000.000,-
10.000.000,-

15.000.000,-
12.000.000,-
10.000.000,-

17.500.000,-
17.500.000,-

90.000.000,-
20.000.000,-
15.000.000,-
60.000.000,-
60.000.000,-

15.000.000,-

100.000.000,-

1.000.000,-
50.0006.000,-
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14 Pembangunan TK Darmawanita (Desa Pamanukan) (1 Desa X Rp. 100.000.000,-
Rp. 100.006.000,-)

15 Penyelesaian Pembangunan Jembatan Desa Bojonegara Rp. 55.000.000,-
Kecamatan Tambakdahan

Demikian Hasil Musyawarah ini sebagaibahan penyusunan RKP Desa untuk
kemudian dituangkan dalan APBDesa.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota
BPD, LPMD, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa
............................... sebanyak ................. orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................... 3 cervmemnenneeenneen 202,000
Perwaldlan Peserta Musyawarah :
2 e
3..
4, .
Kepala Desa Ketua/Pimpinan BPD

*) Coret yang tidak perlu
**} Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak
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2. Format Lampiran-1 BA Musyawarah : Daftar Hadir Musyawarah Desa
BKK-BKUD

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN SASARAN BKK-BKUD TAHUN 202...

DESA ............. LEI AR R LY LY
TANGGAL : ..cocvvreeesennnessens
NO, NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Subang, ........coceeeenn. 20200,
Kepala Desa
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3. Format Lampiran-2 BA Musyawarah : Daftar Catatan Usulan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT

DAFTAR CATATAN USULAN :
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TINGKAT RT
BKK-BKUD TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL MUSYAWARAH USULAN untuk :
Pemberdayaan Ekonomi

NO. RT/ RW/ DUSUN / LINGKUNGAN Masyarakat Tin gkat RT
PRIORITAS KE-.... PERTIMBANGAN
1 RT... RW... Dusun ... Desa ... PRIORITAS KE-1 |  ..ciooieiieiinenn.
2 RT... RW... Dusun ... Dess ... PRIORITAS KE-2 |  ..ovcviviirineann,
3 RT... RW... Dusun ... Desa ... PRIORITASKE-3 | ..ovciiiiviianannn.,
4 RT... RW... Dusun ... Desa ... PRIORITAS KE-4 |  ..ccvoriinvann.,
S5 RT... RW... Dusun ... Desa ... PRIORITASKE-5 | .icviiveeieinnns.

b e

Perwakilan Peserta Musyawarah :

Kepala Desa

Ketua/Pimpinan BPD

4. Lampiran3 BA Musyawarah : daftar catatan usulan Fisik kegiatan Non-
Reguler;

DAFTAR CATATAN USULAN :
Kegiatan Fisik BANTUAN NON-REGULER
BKK-BKUD TAHUN ANGGARAN 2021

NO.,

RT/ RW/ DUSUN / LINGKUNGAN

HASIL MUSYAWARAH USULAN untuk :
Kegiatan Fisik BANTUAN NON-

REGULER
PRIORITAS KE-.... PERTIMBANGAN

Kegiatan Fisik dan Non-Fisik
RT... RW... Dusun ... Desa ...

PRIORITAS KE-1 | ..cccvieeeecevinn,

Kegiatan Fisik dan Non-Fisik
RT... RW... Dusun ... Desa ...

PRIORITAS KE-2 | ....cooievieieeeeen,

EmEEEmaassrraraaaa y anna

Perwakilan Peserta Musyawarah :

Kepala Desa

................ 202......

Ketua/Pimpinan BPD
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D. FORMAT KEPUTUSAN KADES TENTANG PELAKSANA DAN PENGELOLA

BKK-BKUD

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALADESA ......iiiiiiiiiiirnnneenes

KECAMATAN ...,

Nomor D et eteiaeeeeeee et iar it b rhaesans

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS —
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA(BKK-BKUD)

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALADESA ... vvtccceeeeeeena

L a.

bahwa untuk kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-
BKUD) tahun 2021 diperlukan Pelaksana dan Pengelola yang akan
melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan non fisik (reguler dan non-
reguler} yang dibiayai dari BKK-BKUDTahun Anggaran 2021;

Bahwa agar penyaluran biaya BKK-BKUDberjalan lancar dan dapat
langsung diterima oleh setiap pihak yang berhak menerima ( oleh
Pelaksana dan Pengelola) maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Penunjukan Pelaksana dan Pengelola BXK-
BKUDTahun Anggaran 2021.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten SubangTahun 2015 Nomor 12),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah KabupatenSubangTahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah KabupatenSubangTahun 2020 Nomor 6);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Tembusan :

10.

11,

-38-

Peraturan Bupati Subang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 76);

Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Subang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2020 Nomor 100j};

Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2021 Nomor 3).

Peraturan Bupati Subang Nomor 27Tahun 2021 tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Khusus — Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa (BKK-BKUD) {Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021
Nomaor 27);

Keputusan Bupati Subang Nomor PM.01.04.01/Kep.215-DPMD/2021
Tahun 2021 tentang PenetapanBantuan Keuangan Khusus -
Bantuan Keuangan Kepada Pemecrintah Desa (BKK-BKUD) Tahun
Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menunjuk person yang nama namanya tersebut pada lajur 2 dalam
Jabatan Pelaksana dan Pengelola tersebut pada lajur 3 dengan
Speciment tanda tangan tertera pada lajur 4 lampiran Keputusan ini
untuk menerima pencairan BKK-BKUDTahun 2021 sesuai alokasi vang
telah  ditetapkan dalam Keputusan Bupati Subang Nomor
PM.01.04.01/Kep.215-DPMD/2021 Tahun 2021;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya atau
terdapat hal-hal yang menyangkut perubahan perorangan vyang
menyebabkan adanya suatu keharusan terhadap perubahan
Pelaksana dan PengelolaBKK-BKUDTahun 2021 maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di
Pada tanggal

.............................................

................................................

Kepala Desa

1. Kepala BKAD Kabupaten Subang;
2. Kepala DPMD Kabupaten Subang;
3. Pelaksana dan Pengelola Ybs.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ...............
NOMOR D R

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PEi\T.GELOLA BANTUAN KEUANGAN

KHUSUS - BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA(BKK-
BKUD) TAHUN ANGGARAN 2021.

NAMA DAN JABATAN PELAKSANA DAN PENGELOLA BKK-BKUD

No Pos Uraian PELAKSANA PENGELOLA
NAMA JABATAN NAMA JABATAN

1 2 4 5 6 7

1 Asuransi Kesehatan Kecelaka.an Bs 3 Kasi Kepala Desa
Tabungan Masa Bakti Xepala Desa " Kesegjahteraan

2 |Biaya Operasional. Kegiatan LPMD Kasi
dengan rincian sebagai berikut : Pememerintahan Ketua LPMD
a. Operasional kegiatan LPMD @ Rp.

1.500.000,-
b, Operasional kegiatan DPC LPM
Kecamatan @ Ril. 600.000,- Ketua DPC LPM
¢. Operasional kegiatan DPD LPM Ketua DPD LPM
Kabupaten @ Rp. 400.000,- Kab.

3 |Biaya Pembuatan/Pengisian Profil, Kasi Pemerintahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Sekertaris Dega
IDM dengan rincian :

a. Pengigsian dan Pendataan Profil,
Evaluasi Perkembangan dan
IDM @ Rp. 800.000,-

b, Honor Operator Profil, Evaluasi
Perkembangan dan IDM @ Rp.
300.000,-

4 |Honor Lembaga Kasi Pemerintahan Kasi
Kemasgyarakatan /Kader Pemerintahan
Permnberdayaan Masy. :

1. Honer Ketua RwW Rp.
3.400.000,- JTahun X 1.6753
RW untuk 6 Bulan)

2. Honor Ketua RT {Rp.
3.000.000,- / Tahun X 5.665 RT
Untuk & Bulan}

S |Stimulan Perx?berdaya.an Ekonomi Kasi Kasi
?t{;;z irl?:g u’:& gli( z;"fsg R’_}“]a.hap 1 Kesejahteraan Kesejahteraan

[&) L Kasi Ketua Pos KB
Honor Pos KB Desa dengan rincian : Kesejahteraan Desa
a. Honor Ketua Pos KB Desa @ Rp.

4.000.000,-
b. Honor Sub Pos KB Desa
Rp.500.000 X 1804
¢. BOP KIE Pog KB Desa dan Tenaga
Pengerak Desa (TPD) @
Rp. 1.000.000,-
d. Biaya Operasional Forum Pos KB Ketua Forum
Kecamatan @ Rp. 400.000,- Pos KB Kab.
Ketua
e. Biaya Operasicnal Forum Pos KB
Kabupaten @ Rp. 600,000, ForumPos KB
Kec.
7 |Henor Kader Yandu dengan rincian : Kasi Ketua
Kesejahteraan Pokja Desa
a. Honor Kader Posyandu/
BKB/BKR/BKL (Rp. 500.000,- /
Tahun X 8.738 Kader Posyandu)
b. Biaya Operasional Pokjanal -
Pos?ryandu Kecamatan @ Pokjanal Posyandu
Rp. 400.000,- Kecamatan
c. Biaya Operasional Pokjanal p
Pogya.ndu Kabupaten @ Rp. Pokjanal Posyandu
600.000,- Kabupaten

8 | Bantuan Biaya Operasional Tim Kasi Ketua
PKK Kesejahteraan TP PKK Desa

- Tim Penggerak PKK Desa @ Rp.

2.000.000,-
- Tim Penggerak PKK Kecamatan (@ Ketua TP PKK
Rp. 1.000.000,- Kecamatan

S | Biaya Administrasi BKK-BKUD Kasi .

ydenga.n rincian : Pememerintahan Sekretaris Desa
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. PELAXSANA PENGELOLA
No Pos Uraian NAMA JABATAN NAMA JABATAN
1 2 4 S5 [+ 7
a. Pembuatan Usulan dan
Pembuatan SPJ @ Rp.
1.600.000,- .
b. Pengendalian dan Pengawasan Kasi PFMD
BKK-BKUD @Rp. 1.500.000,- Kecamatan
10 | Biaya Dukungan Operasional Bagi Kasi Babinmas
Babinmas POLRI dalam Pendataan Pememerintahan POLRI
Kamtibmas Desa
11 | Biaya Dukungan Operasional bagi Kasi Babinsa
Babinsa Pendataan Data Teritcrial Pememerintahan TNI
Desa
12 | Stimulan Pembinaan Kasi Ketua Lembaga
Pemberdayaan Lembaga Adat dan Kesejahteraan Adat Desa
Pengembangan Sosial Budaya
13 | Biaya Operasional Kegiatan Dana Kasi
Masuk Desa bagi Kepala Desa Pememerintahaz Kepala Desa
(Perternuan Dan Konsultasi Ke Kab)
14 | Bantuan Penambahan Operasional Kasi Ketua BPD
BPD Permnemerintahan
- Ketua @Rp. 2.000.000,-
- Wakil Ketua, Sekretans @Rp.
1.500.000, -
- Anggota @Rp. 1.000.000,-
15 | Tambahan Biaya Operasional MUI Kasi Ketua MU] Desa
Desa Kesejahteraan
16 | Tambahan Biaya Operasional Kasi Majelis Taklim
Majelis Taklirn Desa Kesejahteraan Desa
17 . . Kasi Satgas/Komandan
Tambahan Tunjangan Linmas Pememernintahan tgaLimnas
18 | Biaya Operasional bagi Karang Kasi Ketua Karang
Taruna Desa/Kel. Pememerintghan Taruna Desa
19 Biaya Operasional Aparatur Desa | ... Pemem?g tahan Pcmeni{f;’z"?rlltahan
1. Sekdes @ Rp. 2.100.000,-
2. Kasi Desa @ Rp. 500.000,- X 2
Orang = @ Rp. 1.000.000,-
3. Kaur Desa @ Rp. 500.000,- X 2
Orang ~@ Rp. 1.000.000,-
20 | Aplikasi Siskeudes, Sipades dan Kasi Kasi
Bangdes Pememerintahan Pememerintahan
1. Honor Operator Desa aplikasi
Siskeudes @ Rp. 500.000,-
2. Pembinaan/Bintek  Aplikasi
Siskeatdes, Sipades atau Bangdes Kasi PPMD
Tingkat Kecamatan @ ERp. Kecamatan
300.000,-
JUMIAH BANTUAN REGULER {A)
B | BARTUAN NON-REGULER*) . L e
1 |Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Kasi Ketua
Lomba Pesyandu Tahun 2021 Kesejahteragn § "o Pokja Desa
a Juara 1 @Rp. 12.500.000, -
b. Juara 2 @Rp. 10.000.000,-
¢. Juara 3 @Rp. 8.000.000,-
d.Persiapan dan Pelaksanaaen
Lomba Tingkat Propinsi
@Rp. 22.500.000,-
2 |Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan .
Lomba Kesag:an %gerak F’KI{J Tahun .KaSl Ketua TP.PKK
2021 @Rp. 31.170.000, Kescjahteraan Desa
3 |Bantuan Penyelanggaraan Kasi
Kejuaraan Lomba Kinerja Desa . Sekretaris Desa
T aflun 7021 €1 Pememerintahan tari
a. Juara 1 @Rp. 20.000.000, -
b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,-
c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,-
4 |Bantuan Pengemban; Pos .
Pelayanan Teknologi T%:x;t Guna Kasi Ketua Posyantek
Desa (Posyantek Desa) Kescjahteraan Desa
A. Juara TTG Unggulan
Juara 1 @Rp. 15.000.000,-
Juara 2 @Rp. 12.500.000,-
Juara 3 @Rp. 10.000.000,-
B. Juara TTG Inovasi dan
pengembangan
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*} Diist nama lengkap yang bersangkutan

**) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak

. PELAKSANA PENGELOLA
No Pos Uraian NAMA JABATAN NAMA JABATAN
1 2 4 S 6 7
Juara 1 @Rp. 15.000.000,-
Juara 2 @Rp. 12.500.000,
Juara 3 @Rp. 10.000.000,-
C. Biaya Pembinaan dan Persiapan
Lomba TTG Bagi Juara 1 Ke
Tingkat Provinsi
- Juara Unggulan @Rp.
17.500.000,-
- Juara [novasi @Rp. 17.560.000,-
s Bantuan Penyelanggaraan P2W-KSS Kesejﬁz:araan Sekretaris Desa
a. Bantuan Fisik @xp.
90.000.000,-
b. Penyelenggaraan P2WKSS @Rp.
20.000.000,--
6 |Locus Stunting 26 Desa x @Rp. Kasi Kasi
15.000,000 Kesejahteraan | 77777 Kesejahteraan
7 [Operasional TPS3R (6 Desa x @Rp. Kasi Direktur
60.000,000,-) Kesejahteraan BUMDesa,
28 |Bantuan Pengadaan Tunghku . .
Produksi Arang Kayu (5 Desa x 5 Kesejlgist;raan B%ﬁlgt;;
Tungku X @Rp. 12.000.000)
9 |Biaya Kegiatan Karangtaruna Desa Kasi Ketua Karang
@Rp. 15,000.000,- Pememerintahan Taruna Desa
10 [Stimulan  Bantuan  Pembuatan Kasi
Jamban keluarga di 38 Desa ODF Koge: aht;r TPK/LPM Desa
|@Rp. 1.700.000,- “jahieraan
1. Belanja Material @ Rp
1.500.000,-
2. Bimtek/Pembinasn @ Rp Kasi PPMD
200‘000,—- Kecamatan
11 {Desa Penggerak Partisipasi dan
Bwadaya, Masyarakat Untuk Kasi
Membangun Desa Tahun 2021 (3 Pememerintahan TPK/LPM Desa
Desa X @Rp. 10C.000.000,-)
12 (BOP Bumdes (233 BUMDesa x Kasi Direktur
@Rp.1.000.000,-} Kesegjahteraan BUMDesa
13 |Bantuan bagi BUMDesa Jawara ; .
Tahun 2021 (3 BUMDesa x Kasi Direktur
@Rp.50.000.000,) Kesejahteraan BUMDesa
14 (Pembangunan TK Darmawanita Kasi
g%%%gogééggﬁlkan} {1 Deaa X Rp. Kesejahteraan TPK/LPM Desa
15 ;Penyelesaian Pembangunan Kasi
;éz?a;b:;at:n Tam].“t.l)e,sa EmlEii:J_]onega.ra Kesejahteraan TPK/LPM Desa
Subang, ......... rrererenes O,
Kepala Desa
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E. FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
1. Format Pernyataan Pertanggungjawaban

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun dua ribu ...., yang bertanda tangan

di bawah ini :

Nama

Jabatan L errerrarrre e

Sesuai Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan

Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD),

dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan BKK-BKUD Tahap ... Tahun ....
*Isebesar Rp ...........on tebilang (.......c---cven-....), baik dalam perencanaan,
pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor
27 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) dan akan menggunakannya
sesuai dengan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan
perundang-perundangan.

2. Bersedia menyampaikan Laporan Perkembangan Realisasi Penggunaan Danadan
Perkembangan Capaian Output Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-perundangan.

3. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada
butir 1 dan 2 diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana
dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan
Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang
berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, ..occovcievieenienee. 200
Kepala Desa ...............

*) Isi dengan penyaluran BKK-BKUD sekarang
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2. Format Pernyataan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DANA

Pada hari ini .... tanggal .... bulan ... tahun dua ribu ..., yang bertanda tangan

di bawah ini :

Nama

Jabatan

dengan ini kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Telah menerima secara utuh dana BKK-BKUD Tahap .... Tahun .... sebesar Rp
............... * tebilang (...........eeenv-reer), Daik dalam perencanaan, pelaksanaan
maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 76 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman PelaksanaanBantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan
Kelurahan Tahun Anggaran 2020 **} dan akan menggunakannya sesuai dengan
rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa vang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-
perundangan.

2. Laporan Perkembangan Realisasi Penggunaan Danadan Perkembangan Capaian
Output Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa yang disampaikan sesuai dengan data dan fakta dilapangan dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang
berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, .....coeciceiniiininin. 20..
Kepala Desa ...............

*} Isi dengan Pagu penyaluran Tahap/Tahun sebelumnya
**) Isi Peraturan Bupati yang berlaku di Tahap/Tahun sebelumnya

F. FORMAT KWITANSI

No.
Telah terima dari : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
Uang sejumlah D rererern i
Untuk pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus -BKUD Tahap ..
Tahun .... Desa .., Kec .... Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan
dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Subang
Mengetahui : Nomor ......... Tanggal .....
Pengguna Anggaran
Lunas dibayar, Subang, ... 202...
Bendahara Pengeluaran Kepala Desa ..........

)4 v TR
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G. FORMAT KECAMATAN DAN DPMD

1. Format Berita Acara hasil Pemerikasaan administrasi penga}juan
Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Desa (BKK-BKUD)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUANPENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS -BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
(BKK-BKUD] TAHAP KE- .... TAHUN .....

Pada hari ini............ tanggal,......... tahun Dua ribu.........telah di laksanakan
pemeriksaan administrasi pengajuan BKK-BKUDTahun Anggaran ... oleh ’I‘im'
Fasilitasi Kecamatan ......*} dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi
dimaksud dari Desa ...... Kecamatan ........ sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

TDK
LENGKAP LENGKAP

KET

No URATAN

I. |Permohonan pencairan dari Kepala desa

2. |Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja desa tahun .......
(tahun  berjalan] dilampiri Berita Acara
musyawarah Desa dan daftar hadir berikut
Penjabarannya.

3. | Daftar Rencana Penggunaan Dana.

BA. Musyswarah berikut Daftar Hadir, Usulan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT,
4. |Usulan kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler
**) berikut Foto 0%, RAB dan Gambar Teknis
yang sudah diverifikasi.

S. |Surat Keputusan Kades tentang Penunjukan
Pelaksana dan Pengelola BKK-BKUD

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKUD
Tahap/Tahun Anggaran sebelumnya

Kwitansi bermaterai cukup.

Surat Pernyataan pertanggungjawaban.

Photo copy KTP Kades.

Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.

Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n
Pemerintah desa J

o

fo| N B

Maka permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan adminitrsai dan
dapat direkomendasaikan untuk mengajukan permohonan penyaluran Bantuan

Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa(BKK-BKUD) tahap
........... tahun ...,

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat, .......

Keterangan :
*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
**)Diisi apabila menerima kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler
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2. Format Surat Pengantar Camat

KOP KECAMATAN

Nomor
Lampiran
Perihal

Keterangan :

Subang, .................. 20....
Kepada :

Yth. Bupati Subang
Melalui :

: 1 (satu} bundel Kepala Dinas Pemberdayaan
: Pengantar Pengajuan Pencairan Masyarakat dan Desa

BKK-BKUD Tahap Ke-.....Tahun Di
..... bagi Desa ..... Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan
melakukan pemeriksaan administrasi melalui Tim Fasilitasi tingkat
Kecamatan®) terhadap kelengkapan dokumen pencairan BKK-BKUD
Tahap ... Tahun ... dari Desa .............. , berdasarkan hasil
pemeriksaan Tim* dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai
berikut :

a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
b. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) tahap ... Tahun

e

Laporan Pertanggungjawaban {(LPJ) BKUD Tahun Anggaran
sebelumnya

Kwitansi bermaterai cukup.

Surat Pernyataan pertanggungjawaban.

Photo copy KTP Kades.

Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.

. Photo copy rekening Bank Jabar Banten a.n. Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka
kami pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan rekomendasi
kepada :

Desa
Kecamatan

SR n

Untuk menerima pencairan BKK-BKUDTahap ....Tahun Anggaran
........ sebesar ............ dari total BKK-BKUD yaitu sebesar Rp.
.............. »- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah
Desa ...............dengan nomor rekening ............ccccceeeeeeeennns

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih
lanjut.

.....................................

*} dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
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H. Format Ceklis DPMD danBKAD, Pengantar DPMD
1. Ceklis DPMD Pengajuan BKK-BKUD

CEKLIS PERSYRATAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS — BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA (BKK-BKUD)
TAHAP I...... TAHUN ......

Pagu Desa I { o
Nama Penerima = Desa,...........ocoevniiiiin i e e
JumlahBantuan : Rp.......ccocoiiiiiii .

Surat pengantar Pencairan Bantuan Keuangan Desa dari Camat
Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa

Daftar Rencana Penggunaan Dana

HiEgil

Berita Acara Musyawarah, dengan Lampiran :

1. Daftar Hadir Hasil Musyawarah
2. Daftar Catatan Usulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT
3. Daftar Catatan Usulan kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler *)

5 |:| Foto 0%, RAB dan Gambar Teknis yang yang sudah diverifikasi.*)
Surat Keputusan Kades tentang Penunjukan Pelaksana dan Pengelola
6 [ BkkBKrUD
7 [ ] Kwitansi bermaterai cukup
8 [__] SuratPernyataan pertanggungjawaban
9 [ ] Surat Pemyataan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana
10 [] Foto Copy KTP Kades
1 [] Foto Copy NPWP Pemerintah Desa.
12 ] Foto Copy Rekening Giro Bank Jabar Banten A.n. Pemerintah Desa
13 Laporan Pertanggungjawaban (I.PJ) BKUD Tahap / Tahun Anggaran
sebelumnya
14 Laporan Siskeudes Semester il tahun sebelumnya **)

Kelengkapan Berkas . Lengkap/Tidak lengkap
Tanggal

Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa DPMD Kab, Subang

*) Diisi apabila Desa menerima kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler

**) Syarat Tambahan Pengajuan BKK-BKUD Tahapl,

sedangkanSyarat Tambahan Pengajuan BKK-BKUD Tahapli adalah :
* Laporan Siskeudes Semester I tahun berjalan untuk Pengajuan BKK-BKUD
» Laporan pembaharuan data Profil Desa dan Evaluasi Desa tahun berjalan.



-47-

2. Format Ceklis BKAD Pengajuan BKK-BKUD

CEKLIS PERSYRATAN PENGAJUAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK TAHAP | (NON SILTAP) TAHUN 2021.

Pagu Desa DRP e,
NamaPenerima | DesSa,.......coocoiiiiin i iiaiaaaeneen,
JumiahBantuan © Rp, ..o

Surat Pengantar Pencairan Bantuan Keuangan Desa dari Camat
Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa

Daftar Rencana Penggunaan Dana

Kwitansi bermaterai cukup

Surat Permyataan pertanggungiawaban

Foto Copy KTP Kades

Foto Copy NPWP Pemerintah Desa.

100 oo o

0 ~ v AW N =

Foto Copy Rekening Giro Bank Jabar Banten A.n. Pemerintah Desa

Kelengkapan Berkas . Lengkap/Tidak lengkap
Mengetahui PPK

Nama e e rer et ——— bt tan e ranan
Nip et e

Tanda tangan :

Catatan :

1. Berkas harus fersusun sesuai Cekiis dan masing-masing lembar kertas harus ada pembatas
2. Kwitansi tiga rangkap di lapisi Carbon.
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3. Format Surat Pengantar Dinas

KOP DINAS
BUOEIE, waisiiseii 20
Kepada :
Yth. Bupati Subang
Nomor ; Melalui :
Lampiran : ... (ccoeeeee ) bundel Kepala Badan Pengelolaan
Perihal : Pengantar Pengajuan ke-... Keuangan Daerah
Pencairan BKK-BKUD Tahap ... Di
Tahun..... Subang

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan pengajuan ke-... Bantuan
Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-
BKUD) Tahap ... Tahun Anggaran .... dari desa, maka dengan ini kami
teruskan permohonan dimaksud untuk desa sebagai berikut :

Pengajuan :

No. Desa Pagu BKK- Pengajuan £
Nojp Kecamatan BKUD s/d Tat.llmp Tahap ini Sisa
1]2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

Demikian agar maklum, untuk diproses lebih lanjut sesuai
ketentuan.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

...............................
LI LI EEI AT LTI LT TR

BUPATI SUBANG,
ttd.

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

Y KARYONO, SH., M.H.
O@eM Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003




